BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR  05   TAHUN 2002
TENTANG

LARANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa penyakit masyarakat pada hakekatnya bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan tidak selaras dengan visi Kabupaten Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;


b. 
bahwa dengan semakin meluasnya bentuk-bentuk penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua unsur masyarakat, agar tidak semakin meluas dan meresahkan serta merusak generasi muda di Kabupaten Bantul;



c.
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan PKPI di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1874 tentang Penertiban Perjudian;



3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;



6.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah


7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 123, 14 dan 15;



8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian;


9.
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras;



10.
Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional;



11.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;



12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul;

Memperhatikan
:
1.
Imstruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan perjudian, Minuman Keras (Miras) dan Penyalahgunaan Narkoba di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



2.
Surat Menko Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2002 Nomor B-40/menko/Kesra/III/2000 perihal Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;

M E N G I N S T R U K S I K A N :
Kepada
:
1.
Ka. Dinas Instansi dan Kepala Bagian se Kabupaten Bantul;



2.
Camat se Kabupaten Bantul;



3.
Lurah se Kabupaten Bantul;



4.
Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat se Kabupaten Bantul.

Untuk


:

PERTAMA

:
Kepala Dinas Instansi dan Kepala Bagian se Kabupaten Bantul untuk :






a.
melakukan pengawasan secara serius kepada pejabat dan karyawan/wati di lingkungan kerjanya agar tidak melakukan kegiatan segala bentuk penyakit masyarakat;






b.
memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kepada Bupati apabila di lingkungan kerjanya ada yang melakukan kegiatan segala bentuk penyakit masyarakat.

KEDUA

:
Camat se Kabupaten Bantul untuk :






Membentuk Tim Penanggulangan penyakit Masyarakat yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Dinas Instansi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kecamatan dengan tugas-tugas sebagai berikut :






a.
mengkoordinir dan menginventarisasi permasalahan yang ada baik di tingkat Kecamatan maupun Desa;





b.
melarang segala bentuk penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan;






c.
melaporkan permasalahan yang ada kepada pejabat secara berjenjang;






d.
memerintahkan Lurah dan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
KETIGA
:
Lurah se Kabupaten Bantul untuk :





Memerintahkan Kepala Dukuh membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan tugas-tugas sebagai berikut :




a.
memberikan penyuluhan dan penyadaran untuk mencegah segala bentuk penyakit masyarakat agar tidak tumbuh dan berkembang di wilayahnya;





b.
mengumpulkan dan melaporkan segala informasi bila di wilayahnya diketahui ada kegiatan segala bentuk penyakit masyarakat kepada pejabat secara berjenjang.;





c.
mengadakan musyawarah di Pedukuhan untuk membuat kesepakatan dalam bentuk pernyataan bebas penyakit masyarakat.

KEEMPAT
:
Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat se Kabupaten Bantul untuk :





a.
memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada anggotanya dan masyarakat dio sekelilingnya untuk tidak melakukan kegiatan segala penyakit masyarakat;





b.
melaporkan segala permasalahan yang ada kepada pejabat yang berwenang.

KELIMA
:
Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Bupati lewat Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM
:
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.













Ditetapkan di Bantul













Pada tanggal 15 Oktober 2002

 












BUPATI BANTUL












M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3.
Ka. Pengadilan Negeri Bantul;

4.
Ka. Kejaksaan Negeri Bantul;

5.
Ka. Kepolisian Resort Bantul;

6.
Komadan Kodim Bantul;
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

